
Prosedur Pemberian Bantuan Hukum: 
 
Bantuan Hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang 
menghadapi masalah hukum. Penerima Bantuan Hukum meliputi setiap 
orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar 
secara layak dan mandiri. Pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak 
mampu di Pengadilan meliputi Layanan Pembebasan Biaya Perkara, Sidang 
di Luar Gedung Pengadilan, dan Posbakum Pengadilan di lingkungan 
Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara. 
Layanan Pembebasan Biaya Perkara berlaku pada tingkat pertama, tingkat 
banding, tingkat kasasi dan peninjauan kembali, sementara Sidang di Luar 
Gedung Pengadilan dan Posbakum Pengadilan hanya berlaku pada tingkat 
pertam. 

A. Pembebasan Biaya Perkara  
Syarat Penerima Layanan Pembebasan Biaya Perkara: 
1. Setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara 

ekonomi dapat mengajukan permohonan pembebasan biaya 
perkara.  

2. Tidak mampu secara ekonomi dibuktikan dengan: 
a. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh 

Kepala Desa Lurah Kepala wilayah setempat yang menyatakan 
bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya 
perkara, atau  

b. Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga 
Miskin (KKM), Kartu Jaminan kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), 
Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan 
(PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan 
Sosial (KPS), atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar 
penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang 
dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan 
keterangan tidak mampu. 

Prosedur Mengajukan Pembebasan Biaya Perkara: 
1. Penggugat/Pemohon mengajukan permohonan Pembebasan 

Biaya Perkara sebelum sidang pertama secara tertulis 
2. Apabila Tergugat/Termohon mengajukan permohonan 

Pembebasan Biaya Perkara, maka permohonan itu disampaikan 
secara tertulis sebelum menyampaikan jawaban atas gugatan 
Penggugat/ Pemohon. 



3. Permohonan diajukan kepada Ketua Pengadilan melalui 
Kepaniteraan dengan melampirkan bukti tertulis berupa dokumen 
persyaratan diatas. 

4. Panitera/Sekretaris memeriksa kelayakan pernbebasan biaya 
perkara dan ketersediaan anggaran 

5. Ketua Pengadilan berwenang untuk rnelakukan pemeriksaan 
berkas berdasarkan pertimbangan Panitera/Sekretaris dan 
mengeluarkan Surat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya 
Perkara apabila permohonan dikabulkan. 

6. Dalam hal permohonan Pembebasan Biaya Perkara ditolak, maka 
proses berperkara dilaksanakan sebagaimana perkara biasa. 
 

B. Sidang Diluar Gedung Pengadilan 
Pengadilan dapat melaksanakan layanan sidang di luar gedung 
pengadilan untuk mempermudah setiap warga negara yang tidak 
mampu atau sulit menjangkau lokasi kantor Pengadilan karena 
hambatan biaya atau hambatan fisik atau hambatan geografis. 
 

C. Posbakum Pengadilan 
Penerima layanan di Posbakum Pengadilan yaitu: 
1. Setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara 

ekonomi dan/ atau tidak memiliki akses pada informasi dan 
konsultasi hukum yang memerlukan layanan berupa pemberian 
inforrnasi, konsultasi, advis hukum, atau bantuan pembuatan 
dokumen hukum yang dibutuhkan, dapat menerima layanan pada 
Posbakum Pengadilan. 

2. Tidak mampu sebagaimana dimaksud dibuktikan dengan 
melampirkan:  

a. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh 
Kepala Desa Lurah Kepala wilayah setingkat yang menyatakan 
bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya 
perkara, atau 

b. Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga 
Miskin (KKM) kartu Jaminan kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), 
Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan 
(PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan 
Sosial (KPS), atau dokumen lainnya yang yang berkaitan dengan 
daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau 
yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk 
memberikan keterangan tidak mampu, atau  



c. Surat pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat yang dibuat 
dan ditandatangani oleh Pemohon layanan Posbakum Pengadilan 
dan disetujui oleh Petugas Posbakum Pengadilan, apabila 
Pemohon layanan Posbakum Pengadilan tidak memiliki dokumen 
sebagaimana disebut dalam huruf a atau b. 

3.  Orang atau sekelompok orang adalah pihak yang akan/telah 
bertindak sebagai: 1. Penggugat / pemohon, atau 2. 
Tergugat/termohon, atau 3. terdakwa, atau 4. Saksi 

4. Jenis Layanan di Posbakum Pengadilan yaitu: 
a. Pemberian informasi, konsultasi, atau advis hukum 
b. bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan. 
c. penyediaan informasi daftar Organisasi Bantuan Hukum 

sebagaimana dimaksud dalam UU No 16 Tahun 2011 Tentang 
Bantuan Hukum atau organisasi bantuan hukum atau advokat 
lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum cuma – Cuma. 

 
 
 
 
 
 
 


